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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas penerapan prinsip syariah, khususnya 

Sadd al-Żarī‘ah dalam praktik ekspor produk makanan, 

kosmetik, dan herbal non-BPOM di Indonesia. Dalam konteks 

globalisasi, semakin banyak konsumen yang menuntut produk 

yang tidak hanya halal, tetapi juga tayib, yaitu berkualitas, 

aman, dan bermanfaat. Produk non-BPOM mencakup 

berbagai jenis barang yang sering kali tidak terdaftar di Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berisiko 

menghadapi tantangan regulasi di negara tujuan ekspor. 

Penelitian ini menggali faktor-faktor yang mendorong 

perdagangan internasional di Indonesia dan bagaimana pelaku 

usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 

harus beradaptasi dengan standar yang semakin ketat. 

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini 

mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh 

pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan ekspor, termasuk 

kepatuhan terhadap regulasi dan sertifikasi halal. Penerapan 

prinsip syariah ini mampu meningkatkan daya saing produk 

halal Indonesia di pasar internasional, khususnya di pasar 

internasional yang mayoritas penduduknya beragama Islam. 

Penelitian ini juga menilai dampak regulasi, seperti Peraturan 

Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2023, terhadap kelancaran 

transaksi dan kepatuhan prinsip syariah dalam bisnis syariah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sadd al-Żarī‘ah 

berperan penting sebagai prinsip pencegahan kemudharatan 

yang dapat terjadi akibat ekspor produk yang tidak memenuhi 

standar keamanan dan kualitas. Rekomendasi diberikan agar 

pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan kolaborasi 

dalam memberikan dukungan kepada pelaku usaha dalam hal 

sertifikasi dan pemenuhan standar. Dengan demikian, integrasi 

prinsip syariah dalam praktik ekspor diharapkan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan 

berkeadilan, serta melindungi konsumen dari risiko produk 

yang tidak aman. 

Kata Kunci : Sadd al-Żarī‘ah, Ekspor, Sertifikasi Halal, Non-

BPOM 



 

 iii 

ABSTRACT 

 
This study examines the application of Sharia principles, 

specifically Sadd al-Żarī‘ah (Islamic law) in the export practices of 

non-BPOM food, cosmetic, and herbal products in Indonesia. In the 

context of globalization, consumers are increasingly demanding 

products that are not only halal but also tayib (good, quality, safe, 

and beneficial). Non-BPOM products encompass a wide range of 

goods that are often not registered with the Food and Drug 

Monitoring Agency (BPOM), putting them at risk of facing 

regulatory challenges in export destination countries. This study 

explores the factors driving international trade in Indonesia and how 

businesses, particularly micro, small, and medium enterprises 

(MSMEs), must adapt to increasingly stringent standards. 

Using a normative juridical approach, this study identifies 

various challenges faced by businesses in meeting export 

requirements, including compliance with regulations and halal 

certification. The application of Sharia principles can increase the 

competitiveness of Indonesian halal products in the international 

market, particularly in markets with a predominantly Muslim 

population. This study also assesses the impact of regulations, such 

as Minister of Trade Regulation No. 23 of 2023, on the smooth 

transaction process and compliance with Sharia principles in Sharia 

business. 

The research results show that Sadd al-Żarī‘ah plays a 

crucial role in preventing harm that can occur due to the export of 

products that do not meet safety and quality standards. 

Recommendations are given for the government and relevant 

institutions to increase collaboration in providing support to 

business actors in terms of certification and standard compliance. 

Thus, the integration of Sharia principles into export practices is 

expected to encourage sustainable and equitable economic growth 

and protect consumers from the risks of unsafe products.. 

 

Keywords: Sadd al-Żarī‘ah, Export, Halal Certification, Non-

BPOM 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan 
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I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 ba’ B be ب

 Ta’ T te ت

 Śa’ Ś es ث

(dengan titik di atas) 

 Jim J je ج

 Ḥa’ Ḥ ha ح

(dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal Ż Ze ذ

(dengan titik di atas) 

 Ra’ R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش



 

 x 

 Şad Ş es ص

(dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad Ḍ de ض

(dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa’ Ṭ te ط

(dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa’ Ẓ zet ظ

(dengan titik di 

bawah) 

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G ge غ

 Fa’ F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W w و

 Ha’ H ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya’ Y ye ي

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis Sunnah سنة

 ditulis ‘illah علة 

 



 

 xi 

III. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

a. Bila dimatikan tulis h 

 ditulis al-Mā’idah المائدة

 ditulis Islāmiyyah إسلامية

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang 

sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, 

shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya).  

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua 

itu terpisah, maka ditulis dengan h. 

 ditulis Muqāranah al-Maẓāhib مقارنة المذاهب

 

IV. Vokal Pendek 

1. ----َ¯ ---- fatḥah ditulis a 

2. ----َ_ ---- Kasrah ditulis i 

3. ----َ˚ ---- ḍammah ditulis u 

 

V. Vokal Panjang 

1. Fatḥah + alif 

 إستحسان

ditulis 

ditulis 

ā 

Istiḥsān 

2. Fatḥah + ya’ mati 

 أنثى

ditulis 

ditulis 

ā 

Unśā 

3. Kasrah + yā’ mati 

 العلواني

ditulis 

ditulis 

ī 

al-‘Ālwānī 



 

 xii 

4. Ḍammah + wāwu mati 

 علوم 

ditulis 

ditulis 

û 

‘Ulûm 

 

VI. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + ya’ mati 

 غيرهم

ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

Dipisahkan dengan Apostrof 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت 

 ditulis la’in syakartum لإن شكرتم 

 

VIII. Kata sandang alif + lam 

a. Bila di ikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis Al-Qur’ān القرآن 

 ditulis al-Qiyās القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, 

serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 



 

 xiii 

 ditulis ar-Risālah الرسالة 

 ’ditulis an-Nisā النساء

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis Ahl ar-Ra’yi أهل الرأي 

 ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perdagangan internasional adalah kegiatan 

membeli dan menjual barang atau jasa yang dilakukan 

oleh warga dari negara-negara berbeda berdasarkan 

kesepakatan bersama. Beberapa faktor yang mendorong 

terjadinya perdagangan internasional meliputi perbedaan 

kebutuhan antar penduduk dan ketidaktersediaan barang 

di negara masing-masing, yang menyebabkan kebutuhan 

untuk mengimpor produk dari luar.1 Indonesia, yang 

memiliki potensi ekonomi yang besar, semakin giat dalam 

berpartisipasi pada perdagangan internasional, termasuk 

ekspor produk non-BPOM.  

Banyak orang yang berbisnis, terutama usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengandalkan 

sektor ini sebagai sumber penghasilan mereka. Namun 

kegiatan ekspor produk selain BPOM seringkali 

menghadapi tantangan terkait regulasi dan persyaratan 

negara tujuan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 

berbagai peraturan dan kebijakan untuk mengatur 

 
1Sjamsul Arifin, Dian Ediana, Charles P. R Joseph, Kerja Sama 

Perdagangan Internasional, Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia, 

(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 11. 
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kegiatan ekspor yang melibatkan produk non-BPOM. 

Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.2 Peraturan ini 

mengatur persyaratan dan standar yang harus dipenuhi 

oleh pelaku ekonomi yang ingin mengekspor produk Non-

BPOM. 

Ekspor produk non-BPOM secara resmi tidak 

diperbolehkan untuk produk yang seharusnya masuk 

dalam pengawasan BPOM, seperti makanan olahan, 

kosmetik, obat, dan suplemen kesehatan. BPOM 

mengawasi secara ketat langkah-langkah sertifikasi dan 

pendaftaran produk yang akan dikirim ke luar negeri agar 

memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang berlaku 

di negara tujuan. BPOM juga intensif melakukan 

pengawasan terhadap produk ilegal, termasuk kosmetik 

dan pangan olahan, untuk melindungi konsumen dan 

menjaga reputasi produk ekspor indonesia.3 Namun, pada 

praktiknya masih ada kegiatan ekspor untuk produk Non-

BPOM untuk sebagian negara tujuan. 

 
2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang 

Keamanan Pangan. 

3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisis Hasil 

Pengawasan dalam rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi. 
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Praktik bisnis produk ekspor non-BPOM 

melibatkan beberapa langkah penting untuk sukses di 

pasar internasional. Pertama, riset pasar diperlukan untuk 

memahami permintaan konsumen. Kedua, memastikan 

kepatuhan terhadap regulasi negara tujuan, meskipun 

tidak terdaftar di BPOM.4 Pengemasan menarik dan label 

sesuai persyaratan negara tujuan harus digunakan. 

Kemitraan dengan distributor lokal mempermudah 

distribusi, sementara pemasaran melalui media sosial dan 

e-commerce membantu promosi. Pelatihan sumber daya 

manusia tentang standar internasional dan pemantauan 

kinerja produk di pasar juga penting untuk meningkatkan 

peluang sukses.5 

Bisnis syariah dalam praktik usaha ini yang 

dilakukan dengan menjual produk atau jasa untuk 

menghasilkan keuntungan, tetapi berlandaskan pada 

prinsip dan ketentuan syariat Islam. Usaha ini tidak hanya 

memprioritaskan keuntungan, tetapi juga memperhatikan 

konsep halal, etika dalam berdagang, akad yang jelas, 

serta larangan terhadap riba (bunga), gharār 

 
4 Ibid. 

5 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, edisi ke-4 (Yogyakarta: 

CV. Andi Offset, 2015). hlm. 70. 
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(ketidakpastian), dan hal-hal yang dilarang dalam islam.6 

Menerapkan prinsip etika, keadilan, dan transparansi 

dalam bisnis syariah tidak hanya sesuai dengan ajaran 

Islam, tetapi juga membantu menciptakan bisnis yang 

berkelanjutan dan tumbuh sehat. Hal ini sangat penting 

dalam membangun lingkungan bisnis yang adil dan 

berkelanjutan, serta meningkatkan kemampuan 

kompetitif di pasar internasional. 

Prinsip syariah menjadi landasan dalam setiap 

aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan internasional. 

Prinsip halal tayib tidak hanya menekankan aspek 

kehalalan bahan, tetapi juga aspek kualitas, keamanan, 

dan kebaikan produk bagi konsumen.7 Oleh karena itu, 

penerapan prinsip syariah dalam ekspor produk non-

BPOM menjadi penting untuk memberikan jaminan 

kepada konsumen muslim di pasar global, sekaligus 

sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam. 

Regulasi ekspor memiliki dampak yang signifikan 

pada praktik bisnis syariah, terutama terkait kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip syariah dan kelancaran transaksi 

 
6 Prinsip dan Etika Bisnis Islam, Berbisnis Sesuai Panduan 

Syariah (Jakarta : Institut Tazkia Islamic Economics  & Bussines Law 

Education), hlm. 6. 

7 Farid Wajdi dan Diana Susanti, Kebijakan Hukum Produk Halal 

Di Indonesia, (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2021). hlm. 54. 
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di perdagangan internasional. Kepatuhan terhadap prinsip 

syariah dalam regulasi ekspor, termasuk perizinan, 

standar produk halal, dan mekanisme pembiayaan syariah, 

membantu pelaku bisnis syariah memastikan bahwa 

transaksi ekspor tidak mengandung unsur riba, gharār 

(ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sejalan dengan 

prinsip ekonomi Islam.8 

Penerapan prinsip syariah juga dapat menjadi 

strategi untuk menghadapi tantangan pasar halal global 

yang semakin ketat dalam hal regulasi, sertifikasi, dan 

preferensi konsumen. Dengan mengedepankan prinsip 

syariah, Pelaku usaha bisa meningkatkan kemampuan 

produknya dalam bersaing di pasar luar negeri, 

menumbuhkan ketenangan hati pembeli, serta meraih 

kesempatan masuk ke negara-negara yang memiliki 

aturan halal yang sangat ketat.9 

Masih terdapat berbagai kendala dan tantangan 

yang dihadapi, seperti keterbatasan akses terhadap 

sertifikasi halal internasional, kurangnya pemahaman 

pelaku usaha terhadap standar halal global, serta 

 
8 Ahmad Latif Fachrezi dan Madian Muhammad Muchlis, “Studi 

Kualitatif terhadap Perdagangan Ekspor dan Impor dalam Kerangka 

Ekonomi Syariah.” SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 

2:5 (Oktober 2024), hlm. 41. 

9 Ibid. 
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persaingan dengan produk-produk lain yang telah 

memiliki sertifikasi dan pengakuan internasional. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai pentingnya 

prinsip syariah sebagai strategi dalam menghadapi pasar 

global, khususnya bagi produk non-BPOM yang hendak 

diekspor. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk 

meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis 

syariah.10  

Praktik bisnis syariah sangat relevan dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

karena mengedepankan prinsip etika, keadilan, serta 

tanggung jawab sosial dan lingkungan. Regulasi berperan 

penting dengan menetapkan standar dan sertifikasi untuk 

memastikan produk dan jasa memenuhi prinsip syariah 

dan ramah lingkungan. Regulasi juga mendorong lembaga 

keuangan syariah untuk menyediakan produk pembiayaan 

yang mendukung usaha hijau, termasuk UMKM ramah 

lingkungan, serta memfasilitasi kolaborasi antara 

pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat 

 
10 Fiyantika and Nisa, “Tantangan Ekonomi Syariah Dalam 

Menghadapi Masa Depan Di Era Globalisasi.” Economic and Business 

Management International Journal, Vol. 6, No. 2 (Mei 2024). hlm. 108-

109. 
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untuk meningkatkan kesadaran akan praktik bisnis yang 

berkelanjutan dan etis.11 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja 

faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional 

di Indonesia, terutama untuk produk yang tidak memiliki 

sertifikasi BPOM. Penelitian ini juga ingin mengetahui 

tantangan-tantangan yang dihadapi para pelaku usaha, 

khususnya UMKM, dalam melakukan ekspor produk non-

BPOM. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi peran 

penting prinsip syariah, terutama prinsip Sadd al-Żarī‘ah, 

dalam mendukung kepatuhan terhadap standar keamanan 

dan kualitas produk. Di akhir penelitian ini, akan 

diberikan saran kepada pemerintah dan pelaku usaha 

untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis 

berbasis syariah di pasar internasional. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan 

judul “Sertifikasi BPOM Produk Makanan, Kosmetik 

Dan Herbal Sebagai Komoditas Ekspor Prespektif 

Sadd al-Żarī‘ah”.  

 

 

 

 
11 Fachrozi, Mariana, and Tondoyekti, “Ekonomi Hijau dan Bisnis 

Syariah.” Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma), Vol. 

4, No. 2 (Juli 2024). hlm. 876. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan problematika di atas muncul rumasan 

masalah untuk memfokuskan penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Mengapa produk makanan, kosmetik, dan herbal 

memerlukan sertifikasi BPOM sebagai komoditas 

ekspor? 

2. Mengapa prinsip syariah, khususnya Sadd al-Żarī‘ah, 

penting sebagai strategi menghadapi pasar global 

untuk produk makanan, kosmetik, dan herbal non-

BPOM ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan dari penulisan tesis yang ditulis 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong 

perdagangan internasional di Indonesia terkait 

produk makanan, kosmetik, dan herbal non-BPOM, 

serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi 

pelaku usaha, terutama UMKM, dalam praktik 

ekspor.  

2. Menilai prinsip syariah khususnya prinsip tayib 

dalam mendukung kepatuhan terhadap standar 

keamanan dan kualitas produk makanan, kosmetik, 

dan herbal non-BPOM dalam praktik ekspor. 
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Adapun kegunaan dari penulisan tesis yang ditulis oleh 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang 

mendorong perdagangan internasional, khususnya 

untuk produk makanan, kosmetik, dan herbal  non-

BPOM, yang dapat membantu pelaku usaha dalam 

merumuskan strategi ekspor. 

2. Memberikan arahan tentang bagaimana menerapkan 

prinsip syariah dalam berbisnis, yang bisa 

meningkatkan daya tarik produk di pasar 

internasional, serta memberikan saran nyata bagi 

pemerintah dan para pengusaha untuk meningkatkan 

daya saing dan kemampuan berkelanjutan bisnis 

syariah di pasar global. 

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka sangat penting karena bertujuan 

untuk memahami sejauh mana penelitian sebelumnya 

telah dilakukan pada topik yang sama. Ini memungkinkan 

peneliti untuk menutupi bagian yang belum diteliti oleh 

orang lain serta membedakan penelitian yang sudah ada 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun 

penelitian terdahulu tentang urgensi prinsip syariah 

khususnya prinsip tayib dalam praktik ekspor produk non-

BPOM sangat jarang ditemukan, akan tetapi ada beberapa 
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penelitian yang mengkaji tentang praktik bisnis syariah di 

Indonesia sebagai berikut : 

Hasil penelitian Rizkia Dwi Sinarni Putri dan 

Muljanto Siladjaja tentang perdagangan internasional, 

khususnya ekspor dan impor, menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekspor di Indonesia berdampak positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar 

nilai ekspor, semakin tinggi juga laju pertumbuhan 

ekonomi. Sementara itu, pertumbuhan impor memiliki 

dampak negatif dan signifikan, di mana peningkatan 

impor dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi.12 

Hasil penelitian dari Debora,13 Eny Latifah, dan 

Rudi Abdullah14. Penelitian ini membahas peran sertifikat 

halal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di 

Indonesia, meskipun memiliki judul yang berbeda. 

Debora menggunakan pendekatan normatif dalam 

 
12 Rizkia Dwi Sinarni Putri dan Muljanto Siladjaja, “Pengaruh 

Perdagangan Internasional (Ekspor - Impor) dan Investasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia,” Journal of Public Auditing and 

Financial Management, Vol. 1. No.1 (April 2021), hlm. 17. 

13 Debora, “Tinjauan Hukum Atas Produk Pangan Usaha Mikro 

Kecil Dan Menengah Yang Tidak Bersertifikat Halal,” Prosiding 

disampaikan pada Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu, diselenggarakan 

oleh Universitas Asahan, Kisaran, 19 September 2020, hlm. 656. 

14 Latifah Dan Abdullah, “ Peran Sertifikat Halal Dalam 

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” JIDE: 

Journal Of International Development Economics, Vol. 1 No.2 (November 

2022), hlm. 136. 
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penelitiannya. Pendekatan ini berfokus pada analisis 

hukum mengenai tanggung jawab para pelaku usaha dan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap 

produk pangan usaha kecil menengah (UMKM) yang 

tidak memiliki sertifikat halal. Metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, 

yaitu dengan mempelajari berbagai literatur dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan. 

Eny Latifah dan Rudi Abdullah menyebutkan 

bahwa sertifikasi halal memainkan peran penting dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. 

Pertama, sertifikasi halal bertindak sebagai alat dalam 

sistem rantai halal yang membantu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi syariah. Kedua, sertifikasi halal 

menjadi pendorong bagi Indonesia dalam menerapkan 

sistem ekonomi syariah yang lebih baik. Ketiga, 

sertifikasi halal berkontribusi pada peningkatan kuantitas 

pertumbuhan ekonomi dengan mendukung pembangunan 

di sektor industri riil, yang menarik bagi para pengusaha. 

Penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan 

hanya penting untuk kehalalan produk, tetapi juga sebagai 

faktor kunci dalam pengembangan ekonomi syariah di 

Indonesia. 
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Umi Supraptiningsih,15 juga meneliti terkait 

pentingnya pencantuman label pangan dengan 

menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun hasilnya 

yaitu, pentingnya label BPOM pada produk pangan 

menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha, terutama 

UMKM, tidak mematuhi kewajiban mencantumkan label 

BPOM, yang berdampak pada keamanan produk. Label 

ini berfungsi sebagai jaminan kualitas dan memberikan 

informasi jelas kepada konsumen. Pelanggaran pelabelan 

dapat mengakibatkan sanksi hukum sesuai Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Kesadaran masyarakat 

akan pentingnya label BPOM perlu ditingkatkan agar 

dapat memilih produk yang aman. Diperlukan langkah 

pemerintah untuk meningkatkan edukasi dan pengawasan 

pelaku usaha. Penelitian ini menekankan perlunya 

regulasi yang lebih ketat dan dukungan bagi pelaku usaha 

demi perlindungan konsumen yang lebih baik. 

Hasil penelitian dari Uyat Suyatna terkait 

implementasi kebijakan ekspor di Indonesia menjelaskan 

bahwa implementasi kebijakan ekspor di Indonesia masih 

menghadapi tantangan signifikan. Nilai ekspor hanya 

 
15 Supraptiningsih, “Pentingnya Pencantuman Label Pangan Pada 

Produk-Produk Pangan/Camilan Untuk Perlindungan Konsumen.” AL-

IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Vol. 1 No. 2 (September 2019), 

hlm. 207. 
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mencapai 168,73 miliar USD pada 2017, jauh di bawah 

negara lain. Selain itu, interpretasi kebijakan yang kurang 

tepat mengakibatkan pelaku usaha tidak memahami 

aturan, sehingga ekspor menurun dari 2014 hingga 2019. 

Untuk meningkatkan ekspor, Indonesia perlu 

memperbaiki infrastruktur, memperkuat kerjasama 

internasional, dan mengembangkan produk yang berdaya 

saing tinggi.16 

Beberapa hasil penelitian tentang ekspor, label 

BPOM, label halal, dan perdangangan internasional yang 

telah dipaparkan diatas, secara umum permasalahan yang 

dikaji memiliki konsep arah yang berbeda-beda. 

Persamaan penelitian ini dengan kajian terdahulu yaitu 

membahas tentang praktik ekspor dan label BPOM, 

sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian ini fokus pada 

analisis praktik ekspor produk non-BPOM dengan 

menggunakan prinsip-prinsip syariah. 

  

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori adalah struktur konseptual dalam 

penelitian yang menghubungkan berbagai teori, konsep, 

dan variabel relevan dengan topik yang diteliti serta untuk 

 
16 Suyatna, “Implementasi Kebijakan Ekspor Di Indonesia.” 

Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol. 21 No. 2. 

(Juli 2019), hlm. 176. 
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membantu peneliti dalam menganalisis penelitian. 

Penelitian ini menggunakan teori Perlindungan 

Konsumen, Sadd al-Żarī‘ah dan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan 

dan Pengaturan Ekspor, yang akan di uraikan dalam 

kerangka teoritik sebagai berikut : 

1. Teori Perlindungan Konsumen 

Teori perlindungan konsumen secara umum 

adalah suatu konsep hukum yang menjamin adanya 

kepastian hukum dalam memberikan perlindungan 

kepada konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan 

mereka, terutama terkait dengan barang dan jasa yang 

dikonsumsi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), 

perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala 

upaya untuk memastikan kepastian hukum bagi 

konsumen dalam mendapatkan barang atau jasa, 

mulai dari pengadaan hingga akibat 

penggunaannya.17 

Tujuan perlindungan konsumen meliputi 

meningkatkan kesadaran dan kemampuan konsumen 

dalam melindungi diri, mengangkat martabat 

 
17 Jannus Sibadolok, Hukum Perlindungan Konsumen di 

Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm. 7. 
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konsumen dengan menghindarkan mereka dari risiko 

negatif, memberdayakan konsumen dalam memilih 

dan menuntut haknya, serta menciptakan sistem 

perlindungan yang transparan dan memberikan 

kepastian hukum.18 teori perlindungan konsumen 

bertumpu pada upaya hukum untuk memastikan 

konsumen terjamin haknya dan mendapatkan 

keadilan dalam interaksi dengan pelaku usaha, 

dengan pendekatan baik preventif maupun represif 

agar tercipta keseimbangan dan keadilan dalam 

hubungan ekonomi antara konsumen dan pelaku 

usaha. 

 

2. Teori Sadd al-Żarī‘ah 

Teori Sadd al-Żarī‘ah dalam hukum Islam 

adalah suatu prinsip atau metode yang digunakan 

untuk mencegah atau menutup jalan (al-dzari‘ah) 

menuju suatu hal yang dilarang atau membawa 

kemudaratan (mafsadah). Artinya, suatu perbuatan 

yang pada dasarnya dibolehkan atau mubah bisa 

menjadi haram jika menimbulkan efek atau 

konsekuensi yang negatif, yaitu mengantarkan 

 
18 Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, Hukum Perlindungan 

Konsumen (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), hlm. 17. 
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kepada hal-hal yang diharamkan.19 Oleh karena itu, 

hukum terhadap perbuatan tersebut diubah agar 

menghindari kemudaratan tersebut. 

Definisi Sadd al-Żarī‘ah menurut para ulama 

seperti Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi’ 

menyatakan bahwa ini merupakan konsep hukum 

yang mempertimbangkan efek dari suatu tindakan: 

jika efeknya baik (maslahah) maka perbuatan itu 

dianjurkan, tetapi jika efeknya buruk (mafsadah) dan 

mengarah ke sesuatu yang terlarang, maka perbuatan 

itu harus dilarang. Ibnu Taimiyyah mengartikannya 

sebagai perbuatan yang secara lahiriah boleh tapi 

menjadi perantara kepada perbuatan haram. Wahbah 

Zuhaili dan Ibnu al-Qayyim juga memandang Sadd 

al-Żarī‘ah sebagai hukum yang melarang segala 

sesuatu yang bermaslahat buruk atau yang menjadi 

wasilah kepada kemadharatatan.20 

 

 
19 Nasrullah, Teori sadd al-dzarī‘ah dan fats al-dzarī‘ah sebagai 

pertimbangan penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di 

Indonesia, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 

19:2 (2019), hlm. 226. 

20 Sunnatullah, Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari’ah dan 

Klasifikasi Hukumnya, https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-

saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT, akses 24 September 

2025. 

https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT
https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT
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3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 

Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan 

Ekspor 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 

2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor 

mencakup beberapa hal penting yang bertujuan untuk 

mendukung kebijakan ekonomi nasional. Dalam 

peraturan ini, dijelaskan tujuan dan ruang lingkup 

pengaturan ekspor untuk melindungi pasar domestik 

serta memastikan kelancaran arus barang. Ketentuan 

umum di dalamnya juga memberikan definisi istilah 

yang digunakan, termasuk jenis barang yang 

dikenakan ketentuan ekspor.21 

Peraturan ini mengatur persyaratan ekspor 

yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, mencakup 

dokumen yang diperlukan untuk melakukan ekspor. 

Pengawasan dan penegakan hukum menjadi fokus 

selanjutnya dalam peraturan ini, dengan mekanisme 

pengawasan yang jelas untuk memastikan kepatuhan 

terhadap kebijakan ekspor serta sanksi bagi 

pelanggar. Selain itu, pentingnya koordinasi 

antarlembaga pemerintah juga ditekankan untuk 

 
21 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang 

Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. 
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memastikan efektivitas pengaturan ekspor. Ketentuan 

penutup dalam peraturan ini menyediakan aturan 

transisi dan penjelasan tentang penerapan peraturan, 

sehingga memberikan panduan yang jelas bagi pelaku 

usaha.22 

 

F. Metode penelitian 

Metode penelitian merupakan sebuah langkah-langkah 

ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan 

memperoleh jawaban atau kesimpulan atas suatu 

persoalan yang diteliti. Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah sebagai berikut :  

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 

pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan buku-

buku sebagai sumber informasi dan data yang 

ditinjau.23 Penelitian ini dilakukan dengan cara 

membaca, memahami, dan menganalisis berbagai 

sumber literatur yang tersedia, seperti Al-Qur’an, 

buku, serta hasil penelitian sebelumnya. 

 

 
22 Ibid.  

23 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research (Yogyakarta : Andi Offset, 

2002), hlm. 9. 
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2. Pendekatan penelitian  

Penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan 

yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.24 

 

3. Sumber data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari subyek penelitian dengan 

menggunakan alat pengukuran atau alat 

pengembalian data langsung pada subyek 

sebagai sumber informasi yang dicari. Data 

primer yang digunakan adalah hukum 

perlindungan konsumen dan regulasi ekspor. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh 

 
24 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta : 

PT Raja, 2003), hlm. 32. 
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peneliti dari subjek penelitiannya.25 Untuk 

mendapatkan data sekunder dilakukan dengan 

melalui studi kepustakaan yang berisikan 

informasi tentang primer, terutama bahan 

pustaka, melalui literatur-literatur dari buku 

pustaka, karya ilmiah. Data Sekunder yang 

digunakan adalah buku, jurnal, kitab-kitab islam 

dan internet yang berisikan hasil penelitian 

prinsip syariah dan regulasi ekspor produk non-

BPOM. 

 

4. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang 

dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-

fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian karena tujuan utama penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai 

teknik pengumpulan data, kita tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.26  

 
25 Saifuddin Anwar, Metode Penelitian (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar Offset, 2001), hlm. 91. 

26 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif 

Rancangan Penelitian (Yogyakarta : ArRuzz Media, 2016), hlm. 208. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti adalah metode library research, yaitu studi 

kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian 

yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku 

atau majalah dengan sumber data lainnya dalam 

perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan 

dengan menghimpun data dari berbagai literatur, 

yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-

buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan 

dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain. 

 

5. Teknik analisis data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, 

kategori, dan satuan urutan dasar. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitiam ini adalah metode 

deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, 

pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang 

berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau 

kecenderungan yang berkembang.27 

 

 
27 Sumanto, Teori dan Metode Penelitian (Yogyakarta : CAPS 

(Center of Academic Publishing Service), 2014), hlm. 179. 
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G. Sistematika pembahasan 

Untuk memperoleh dalam pembahasannya, 

penulis menyusun dalam lima bab dan masing-masing 

terdiri dari sub bab yang telah ditentukan. 

1. Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, sistematika 

pembahasan, daftar pustaka. 

2. Bab kedua,  landasan teori mengenai konsep sadd al-

żarī‘ah, perlindungan konsumen dan regulasi dalam 

perdagangan internasional. 

3. Bab ketiga,  gambaran umum praktik ekspor produk 

makanan, kosmetik, dan herbal. 

4. Bab keempat, analisis terhadap sertifikasi halal dalam 

komoditas ekspor produk makanan, kosmetik dan 

herbal. 

5. Bab kelima, penutup berisi kesimpulan dan saran atas 

rumusan masalah yang dipaparkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Label BPOM pada produk ekspor menjadi jaminan 

resmi bahwa produk telah memenuhi standar keamanan, 

mutu, dan kesehatan yang diatur oleh Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Indonesia. Label ini meningkatkan 

kepercayaan konsumen baik di dalam maupun luar negeri, 

sehingga produk memiliki reputasi yang lebih baik dan 

lebih mudah diterima di pasar global. Dengan adanya 

label BPOM, risiko penolakan produk akibat masalah 

keamanan atau legalitas dapat dikurangi, sehingga pelaku 

usaha mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan 

dari tindakan penarikan. Label BPOM menandai bahwa 

produk tersebut telah melalui proses uji laboratorium yang 

ketat, menjaga konsistensi kualitas, dan memberi nilai 

tambah strategis untuk daya saing produk di pasar 

internasional. Oleh karena itu, label BPOM esensial untuk 

mengamankan kelancaran ekspor sekaligus membangun 

kepercayaan jangka panjang konsumen global. 

Dampak label BPOM terhadap akses pasar 

internasional sangat signifikan. Label BPOM merupakan 

bukti resmi bahwa produk telah memenuhi standar 

keamanan, mutu, dan kesehatan yang ketat sesuai 
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peraturan pemerintah Indonesia. Produk yang memiliki 

label BPOM lebih mudah diterima di pasar internasional 

karena meningkatkan kepercayaan konsumen dan 

memenuhi persyaratan regulasi negara tujuan ekspor. 

Hal ini membuka akses produk ke pasar ritel modern dan 

jaringan distribusi global, sekaligus meminimalkan 

risiko penolakan atau penarikan produk di luar negeri. 

Dengan label BPOM, pelaku usaha, terutama UMKM, 

memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar 

ekspor yang kompetitif. Label ini juga memberi nilai 

tambah strategis pada produk Indonesia, mendukung 

pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan 

volume dan nilai ekspor. Oleh karena itu, kepemilikan 

label BPOM menjadi faktor kunci dalam memperluas 

akses pasar internasional dan menjaga reputasi produk 

Indonesia di mata global. 

Sadd al-Żarī‘ah merupakan prinsip fiqh yang 

menekankan pencegahan terhadap segala tindakan atau 

sarana yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi dapat 

membawa pada kemudharatan atau hal-hal yang 

diharamkan. Dalam konteks ekspor produk non-BPOM, 

konsep ini berfungsi sebagai dasar hukum dan etika 

untuk menutup atau mencegah jalan masuknya produk 

yang berisiko membahayakan konsumen dan merusak 

reputasi produk nasional di pasar internasional. 
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Implementasi Sadd al-Żarī‘ah pada praktik ekspor 

menuntut adanya pengawasan ketat terhadap produk 

yang belum memiliki izin edar resmi BPOM, sehingga 

ekspor produk tersebut harus dicegah guna menghindari 

dampak negatif seperti bahaya kesehatan, penipuan 

konsumen, dan pelanggaran standar halal dan tayib 

dalam syariah. Hal ini juga sejalan dengan maqashid 

syariah untuk menjaga kemaslahatan umum dan 

mencegah kerusakan (hifz al-nafs dan hifz al-mal). 

Menerapkan Sadd al-Żarī‘ah, regulasi ekspor 

tidak hanya berorientasi pada legalitas formal tetapi juga 

pada aspek moral dan sosial, sehingga praktik ekspor 

menjadi lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. 

Prinsip ini mendorong sinergi antara pelaku usaha, 

regulator, dan lembaga sertifikasi untuk menjamin 

produk ekspor aman, halal, dan bermutu, sehingga 

meningkatkan daya saing produk di pasar global dan 

melindungi hak konsumen secara syar'i. Sadd al-Żarī‘ah 

memberikan kerangka hukum Islam yang relevan untuk 

mencegah risiko dan masalah yang timbul akibat ekspor 

produk non-BPOM yang tidak memenuhi standar, 

memastikan bahwa perdagangan internasional Indonesia 

selaras dengan etika syariah dan keberlanjutan ekonomi. 
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B. Saran 

1. Penguatan Regulasi dan Label BPOM 

Disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait 

memperkuat regulasi yang mengatur penerapan prinsip 

syari’ah dalam ekspor produk makanan, kosmetik, dan 

herbal, terutama yang belum tersertifikasi BPOM. 

Selain itu, perlu dipermudah dan dipercepat proses 

label BPOM sebagai salah satu syarat utama agar 

produk dapat diterima di pasar global. 

2. Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pelaku Usaha 

Pelaku usaha perlu mendapatkan pelatihan dan edukasi 

mengenai prinsip syari’ah dan standar tayib yang 

berlaku, agar proses produksi dan ekspor lebih sesuai 

dengan kaidah syari’ah. Peningkatan pengetahuan ini 

juga dapat meningkatkan kualitas produk dan daya 

saing di pasar internasional. 

3. Pengembangan Sistem Pengawasan Internal 

Untuk menjamin integritas dan keamanan produk, 

setiap perusahaan disarankan membangun sistem 

kontrol dan pengawasan internal berbasis prinsip 

syari’ah. Hal ini penting terutama untuk produk non-

BPOM yang rawan masalah keamanan dan kualitas 

sehingga konsumen lebih percaya dan nyaman 

mengonsumsi produk tersebut. 
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4. Penerapan Praktik Ekspor Berkelanjutan 

Pelaku industri diharapkan menerapkan prinsip bisnis 

yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan 

prinsip syari’ah, seperti menghindari riba, monopoli, 

dan praktek curang. Hal ini dapat meningkatkan citra 

industri halal Indonesia sekaligus memberikan 

kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi 

umat secara umum. 
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